Pengantar

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan tahap realisasi dari perencanaan anggaran yang telah dirumuskan. Dalam pelaksanaan anggaran terbagi melalui realisasi pelayanan publik, belanja transfer dan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan anggaran dalam bentuk realisasi pelayanan publik sebagai contoh diwujudkan dengan pelayanan kesehatan, pelayanan perijinan dan pelayanan pendidikan atau proses belajar mengajar. Realisasi pelayanan publik dapat dipantau dengan cara melakukan survey kepuasan pelayanan publik dengan berbagai metode yang sudah banyak dikembangkan seperti, User Based Survey (UBS) ataupun Report Card. Bentuk belanja transfer, misalnya diwujudkan dengan belanja bantuan keuangan, seperti belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di transfer lansung ke sekolah-sekolah atau belanja transfer Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja transfer dapat dengan mudah untuk dipantau dengan cara membandingkan kebijakan alokasi dengan realisasi transfer yang telah dilakukan. Sementara pelaksanaan anggaran dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk membuka ruang kompetisi yang sehat dan memperoleh mutu barang/jasa yang berkualitas dan seefisien mungkin. Pengadaan barang dan jasa, contohnya diwujudkan dengan pembangunan sekolah, pengadaan kendaraan, serta dalam sektor jasa, misalnya pengadaan konsultan yang melakukan penyusunan master plan pendidikan. 

Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan dengan mengacu kepada dokumen anggaran yang telah disahkan. Salah satu dokumen anggaran yang bisa dijadikan landasar utama dalam melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran adalah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan dokumen ini, warga dapat mengetahui rincian pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan dan bentuk realisasi anggaran yang dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan anggaran khususnya pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan metode lelang dapat diperoleh informasinya dari pengumuman-pengumuman lelang yang umumnya saat ini wajib dipublikan di media massa. 

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan ruang yang penting bagi warga untuk memastikan rencana anggaran sesuai dengan peruntukannya. Jika pada tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, advokasi anggaran dilakukan dengan target kebijakan alokasi anggaran agar pro rakyat miskin, maka pada saat pelaksanaan anggaran, warga perlu memastikan apakah kebijakan alokasi tersebut terealisasi dengan yang direncanakan. Dalam tahap ini, juga perlu mengidentifikasi terjadinya penyimpangan  atau inefisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Sesi ini, merupakan sesi awal dalam memahami permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan bentuk-bentuk penyimpangan anggaran yang terjadi. Untuk memiliki keterampilan melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa, pengetahuan mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa, merupakan materi yang harus dipahami oleh peserta. 

	Tujuan Pembelajaran
	· Peserta mampu mengidentifikasi proses dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran

· Peserta dapat mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran

· Peserta memahami prosedur pengadaan barang dan jasa serta teknik melakukan pemantauannya  



	Sub Pokok Bahasan
	· Tahapan pengadaan barang dan jasa, aktor dan permasalahannya

· Penyimpangan Pelaksanaan Anggaran

· Memantau Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa



	Metode
	· Ceramah

· Diskusi Kelompok

· Curah Pendapat

· Presentasi Kelompok/Diskusi Pleno



	 Waktu
	150  menit

	Media
	· LBB 1. Tabel Identifikasi Proses dan Permasalahan di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa

· LBB2. Lembar Diskusi Kelompok



	Bahan Bacaan
	· Pegangan Fasilitator, Tahap Pengadaan, Aktor dan Permasalahan

· Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

· Memantau Pengadaan Barang dan Jasa

· Pelayanan Publik

· Panduan Investigasi Realisasi Pekerjaan



	Alat dan Bahan
	· Metaplan

· Kertas Plano

· Selotip

· Spidol

· LCD
· Laptop


	Proses/Langkah-Langkah I :

	Ceramah dan Curah Pendapat (45’)

· Fasilitator menjelaskan bahwa sesi yang akan dimulai memiliki keterkaitan dengan sesi yang akan dibahas selanjutnya. Berikan penekanan bahwa dalam konteks implementasi anggaran diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang harus memenuhi prinsip efektifitas, ekonomis, dan memenuhi kaidah praktek bisnis yang sehat (10 menit).

· Fasilitator menjelaskan tentang jenis-jenis belanja dan mekanisme implementasi anggaran negara terutama terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan pentingnya pemantauan masyarakat. Fasilitator dapat memulai dengan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut (15 menit): 

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, Sdr/i tentang pelaksanaan anggaran selama ini?

2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam implementasi anggaran selama ini?

3. Di sektor mana saja persoalan implementasi anggaran terjadi? Apa saja bentuknya? Dan siapa saja yang biasanya terlibat?  (Fasilitator dapat menjelaskan contoh kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dan belanja transfer).

· Fasilitator memaparkan LBB 1. tabel langkah-langkah pengadaan barang dan jasa dan meminta peserta mengisi/mengidentifikasi permasalahan di setiap tahapan sesuai dengan pengetahuan peserta (dengan bantuan LCD atau membaca bersama bahan yang disediakan, dapat dibantu dengan menggunakan kertas meta-plan) (20 menit).  

Diskusi Kelompok (55’)

· Fasilitator membagi peserta dalam 4 (empat) kelompok dengan metode berhitung (5 menit).

· Masing-masing kelompok kemudian dibagikan contoh kasus LBB 2. Lembar Diskusi Kelompok (tabel 4 studi kasus) dan pertanyaan kunci untuk didiskusikan. Fasilitator juga menjelaskan maksud dari pertanyaan yang harus dijawab dari masing-masing studi kasus yang diberikan (10 menit). Studi kasus memuat penjelasan sebuah kasus dan peserta diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait pelanggaran terhadap mekanisme pengadaan atau aturan yang ada, aktor yang terlibat, potensi kerugian negara negara dan masyarakat yang mungkin terjadi serta bagaimana cara memantau dan menindaklanjuti kasus tersebut. 



 
Lembar Diskusi Kelompok

Lembar Diskusi Kelompok terdiri dari lembar studi kasus dan pertanyaan kunci. Terdapat 4 studi kasus yang nantinya didiskusikan oleh 4 kelompok dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Praktik penyuapan untuk mendapatkan proyek (menggambarkan kelemahan perencanaan pengadaan barang dan jasa sehingga mudah dimanipulasi untuk keuntungan pejabat tertentu dalam mempengaruhi peruntukan anggaran). Dalam hal ini mengangkat kasus proyek perbaikan sekolah rusak. 

2. Kasus voucher pendidikan (menggambarkan mudahnya anggaran diimplementasikan oleh jaminan kedekatan oknum di pemerintahan dengan politisi).

3. Kasus Mark Up dan penunjukan langsung di sektor kesehatan (Pengadaan Ambulans).

4. Kasus Arisan Proyek yang dimenangkan oleh perusahaan milik oknum pejabat. 

1. Berikan waktu untuk berdiskusi selama 30 menit.

Diskusi Pleno (50’)

2. Menjelang berakhirnya waktu diskusi fasilitator meminta setiap kelompok menunjuk wakilnya dan menempelkan pekerjaannya untuk dipresentasikan di dalam pleno.

3. Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya dan diberikan tanggapan oleh seluruh peserta. Masing-masing kelompok diberi waktu 10 menit (4 x10 = 40 menit).

4. Fasilitator memberikan pemaknaan atas hasil presentasi dan tanggapan atas presentasi untuk mengarahkan pada pemetaan masalah di dalam implementasi anggaran dan bagaimana memantaunya. 

5. Jika masih ada waktu yang tersisa, fasilitator menjelaskan tentang pentinya pemantauan pengadaan barang dan jasa dan hal-hal yang harus dimiliki sebagai kode etik (attitude) dan motivasi dari elemen masyarakat yang berkomitmen dalam pemantauan implementasi anggaran dan meminta peserta untuk membaca bahan bacaan dalam modul ini untuk memahamai prosedur pengadaan barang dan jasa. 

6. Fasilitator menutup sesi dengan ucapan terima kasih atas proses belajar yang telah dilakukan dan meminta seluruh peserta bertepuk tangan atas keberhasilan belajar dan komitmen untuk mempraktekan semua bahan yang telah dipelajari bersama. 
LBB 1. Tabel Identifikasi Proses dan Permasalahan di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa (Tabel I).

Tabel I*

	No.
	Tahapan Pengadaan
	Aktor
	Permasalahan

	1.
	Perencanaan Pengadaan
	
	

	2.
	Pembentukan Panitia Lelang
	
	

	3.
	Prakualifikasi Perusahaan
	
	

	4.
	Penyusunan Dokumen Lelang
	
	

	5.
	Pengumuman Pelelangan
	
	

	6.
	Pengambilan Dokumen Lelang
	
	

	7.
	Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
	
	

	8.
	Penjelasan Lelang 
	
	

	9.
	Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran
	
	

	10.
	Evaluasi Penawaran
	
	

	11.
	Pengumuman calon pemenang
	
	

	12.
	Sanggahan Peserta Lelang
	
	

	13.
	Penunjukan Pemenang Lelang
	
	

	14.
	Penandatanganan Kontrak Perjanjian
	
	

	15.
	Penyerahan Barang/Jasa
	
	


*Peserta Diminta Mengisi Bersama-sama tabel ini menggunakan Kertas Metaplan (masing-masing peserta diberikan 2 kertas meta plan dan mengisikan kolom aktor dan permasalahan)

LBB 2. Lembar Diskusi Kelompok

Kelompok 1

	Kasus I : Kasus Penyuapan Untuk Mendapatkan Proyek

	Kasus ini terjadi di sebuah Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat. Di Kabupaten ini pernah terungkap adanya indikasi kuat suap dibalik pembagian proyek untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak. Dalam laporan media massa dan kelompok masyarakat yang memantau indikasi korupsi ini terungkap bahwa pejabat Dinas Pendidikan meminta sejumlah uang (suap) untuk mendapatkan proyek perbaikan sekolah. Banyak guru dan kepala sekolah yang sekolahnya rusak parah mengeluh karena tidak mendapatkan proyek perbaikan hanya karena mereka tidak mampu membayar Rp 15 – 20 juta kepada oknum Dinas Pendidikan setempat. Ini karena sekolah mereka miskin dan terpencil. Untuk sekedar memenuhi kegiatan belajar mengajar seperti membeli alat tulis, keperluan administrasi dan menggaji penjaga sekolah saja sekolah-sekolah miskin dan terpencil ini sudah kesusahan, apalagi harus membayar uang suap seperti yang dikehendaki oknum pejabat Dinas Pendidikan. Upaya untuk meminta sokongan orang tua murid lewat komite sekolah juga sangat tidak mungkin karena sebagian besar anak-anak yang bersekolah adalah anak petani kecil yang miskin.

Ironisnya, anggaran untuk perbaikan sekolah rusak justru mengalir ke sekolah-sekolah kaya. Sedangkan sekolah yang telah rapuh, reot dan hampir roboh tetap pada kondisi semula. Kasus ini sempat diangkat ke permukaan oleh sebuah LSM di Jakarta dan membuahkan hasil dana dari Pemerintah Belanda yang dikucurkan untuk Kabupaten ini akhirnya dihentikan, dan kasusnya dilaporkan ke pihak berwajib.  

	No.
	Pertanyaan
	Keterangan

	1
	Sebutkan pada tahapan mana terjadi pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa?
	

	2
	Sebutkan, pasal apa saja yang dilanggar? Dan apa sanksi yang dapat diberikan?
	

	3
	Dokumen apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran/korupsi di dalam kasus ini?
	

	4
	Siapa saja yang terlibat dan dapat dituntut secara hukum dan siapa yang paling bertanggungjawab?
	

	5
	Apa kira-kira dampak dari kasus ini bagi keuangan negara dan bagi masyarakat dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan?
	


Kelompok 2

	Kasus II : Voucher Pendidikan 

	Di pemberitaan berbagai media Nasional belum lama ini menyebutkan adanya indikasi kuat korupsi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota DPR RI terkait pembagian uang untuk sekolah-sekolah. Uniknya, di dalam kasus ini, yang dibagikan bukan benar-benar uang, akan tetapi voucher. Voucher seperti halnya voucher telepon genggam (HP) adalah sejenis bukti yang dapat ditukarkan dengan uang atau pulsa yang dinilai dengan uang. Sekolah-sekolah yang mendapatkan voucher nantinya akan mendapatkan sejumlah dana seperti yang tertera di dalam voucher. Masing-masing sekolah yang mendapatkan voucher dapat menerima dana kurang lebih Rp 50 juta. 

Voucher dengan jumlah ribuan dengan total nilai puluhan miliar rupiah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk dibagikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Anehnya, untuk membagikan voucher tersebut, Depdiknas memberikan kepercayaan penuh kepada anggota DPR RI untuk membagikannya, terutama pada saat proses reses (anggota parlemen turun ke basis pemilih). 

Karena dibagikan tanpa perencanaan yang jelas perihal siapa yang paling berhak mendapatkan voucher ini, kebijakan Depdiknas dan kelakukan para wakil rakyat pun dipersoalkan banyak kalangan. Tindakan ini dianggap korupsi karena voucher hanya dibagikan oleh para politisi ke sekolah-sekolah yang dinilai memiliki kedekatan (afiliasi) dengan ormas/partai politik tertentu.  Sekolah yang tidak memiliki afiliasi politik banyak yang tidak mendapatkannya meski sangat memerlukan bantuan. 




	No
	Pertanyaan
	Keterangan

	1


	Sebutkan pada tahapan mana terjadi pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa?
	

	2
	Sebutkan, pasal apa saja yang dilanggar? Dan apa sanksi yang dapat diberikan?
	

	3
	Dokumen apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran/korupsi di dalam kasus ini?
	

	4
	Siapa saja yang terlibat dan dapat dituntut secara hukum dan siapa yang paling bertanggungjawab?
	

	5
	Apa kira-kira dampak dari kasus ini bagi keuangan negara dan bagi masyarakat dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan?
	


Kelompok 3

	Kasus III: Mark Up dan Penunjukan Langsung Pengadaan Ambulans

	Belum lama ini terbesit kabar terjadinya mega-korupsi di Departemen Kesehatan. Media massa baik di tingkat Nasional maupun beberapa daerah banyak memberitakan terjadinnya korupsi dalam pengadaan Mobil Ambulans. Pengadaan Mobil ambulans ini sebenarnya adalah proyek Pemerintah Pusat yang  sasaran peruntukannya untuk beberapa daerah. Di dalam pemberitaan dan laporan sebuah LSM di Jakarta disebutkan bahwa proyek ini diadakan di banyak daerah dengan cara digelembungkan harganya. Harga 1 ambulans melambung hingga Rp 350 juta per-unit. Padahal, harga sewajarnya hanya berkisar Rp 180 – 200 juta saja. 

Pengadaan ambulans ini pun menjadi kasus yang rumit dan susah ditelusuri oleh pihak berwajib karena jenis ambulans yang diadakan di masing-masing daerah berbeda-beda tipe dan mereknya, termasuk fasilitas yang disediakan di dalamnya. Tapi ada satu benang merah yang ditemukan oleh Laporan LSM bahwa ada satu perusahaan kesehatan yang berperan di balik pengadaan barang dan jasa di banyak daerah sasaran dari program ini. Berita terakhir menyebutkan bahwa kasus ini mulai terungkap karena diperkuat oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas adanya potensi penggelembungan harga. 



	No
	Pertanyaan
	Keterangan

	1


	Sebutkan pada tahapan mana terjadi pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa?
	

	2
	Sebutkan, pasal apa saja yang dilanggar? Dan apa sanksi yang dapat diberikan?
	

	3
	Dokumen apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran/korupsi di dalam kasus ini?
	

	4
	Siapa saja yang terlibat dan dapat dituntut secara hukum dan siapa yang paling bertanggungjawab?
	

	5
	Apa kira-kira dampak dari kasus ini bagi keuangan negara dan bagi masyarakat dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan?
	


Kelompok 4

	Kasus I: Arisan Proyek

	Di salah satu Daerah Tingkat II di Jawa Tengah sempat tersirat kabar bahwa ada sebuah proyek besar berjumlah puluhan miliar diadakan dengan penunjukan langsung. Kasus ini sempat santer karena konon kabarnya, proyek yang bernilai Rp 12,5 miliar ini diambil dari dana tak tersangka dan dimenangkan oleh perusahaan yang dinahkodai oleh oknum anak pejabat. 

Yang menggelikan dari kasus ini adalah model penunjukannya yang diputuskan lewat rapat musyarawarah pimpinan daerah (Muspida) di daerah bersangkutan yang diikuti oleh seluruh pimpinan lembaga termasuk DPRD dan Kepala Daerah. Masyarakat banyak mempertanyakan penggunaan dana tak tersangka dari kasus ini karena proyek yang dijalankan sebenarnya bukan kebutuhan mendesak dan daerah bersangkutan terbilang aman tidak rawan, baik dari gangguang keamanan maupun bencana alam. Kasus ini kemudian oleh LSM di daerah bersangkutan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.



	No
	Pertanyaan
	Keterangan

	1
	Sebutkan pada tahapan mana terjadi pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa?
	

	2
	Sebutkan, pasal apa saja yang dilanggar? Dan apa sanksi yang dapat diberikan?
	

	3
	Dokumen apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran/korupsi di dalam kasus ini?
	

	4
	Siapa saja yang terlibat dan dapat dituntut secara hukum dan siapa yang paling bertanggungjawab?
	

	5
	Apa kira-kira dampak dari kasus ini bagi keuangan negara dan bagi masyarakat dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan?
	


BAHAN BACAAN 

Bahan Bacaan 1. Pegangan Fasilitator (Tabel IA)**

Tahap Pengadaan, Aktor dan Permasalahan

	No
	Tahapan Pengadaan
	Aktor
	Permasalahan

	1
	Perencanaan Pengadaan
	Kepala Satuan Kerja dan Pimpinan Proyek
	· Pengadaan yang mengada-ada (proyek pesanan, tanpa evaluasi kebutuhan dari proses penganggaran sebelumnya—berkaitan dengan sistem penganggaran)

· Penggelembungan anggaran (biaya, volume, bahan dan kualitas—juga berkaitan dengan sistem penganggaran).

· Jadwal Pengadaan yang tidak realistis (rekanan yang telah tahu terlebih dahulu yang dapat siap mengikuti tender)

· Pengadaan yang mengarah pada produk/spesifikasi tertentu (menutup peluang perusahaan/pengusaha lain, mengarah pada penunjukan langsung).

	2
	Pembentukan Panitia Lelang
	Pimpinan Proyek
	· Problem integritas (pernah terlibat kasus korupsi, memiliki latar belakang yang mendorong ke kedekatan dengan rekanan).

· Problem Transparansi (panitia tidak dapat menjamin kesamaan dalam memperoleh informasi bagi semua peserta tender).

· Tidak berlaku adil dan profesional dalam semua tahapan pengadaan.

	3
	Prakualifikasi Perusahaan
	Panitia Lelang
	· Proses pra-kualifikasi tidak dilakukan atau hanya dilakukan satu kali untuk beberapa proyek pengadaan. 

· Meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat administratif dan teknis (kelas perusahaan, kecukupan modal dan cakupan pekerjaan).

· Meloloskan perusahaan memenuhi syarat tapi pernah memiliki cacat dalam kinerja pengerjaan proyek.

· Meloloskan lebih dari satu perusahaan yang dimiliki oleh satu pengusaha.(perusahaan banyak nama satu alamat dan pemilik)

· Meloloskan Rekanan yang menggunakan dokumen palsu atau tidak mendapatkan legalisasi dari instansi terkait (panitia tender tidak melakukan pengecekan lapangan)

	4
	Penyusunan Dokumen Lelang
	Panitia Lelang
	· Spesifikasi mengarah pada barang/jasa tertentu (lingkup pekerjaan dan spesifikasi barang—diikuti oleh kriteria evaluasi yang juga tidak rasional/menutup kemungkinan bagi semua rekanan untuk memenuhinya, mis: rekomendasi dari distributor utama di luar negeri yang hanya mungkin diberikan pada satu perusahaan di dalam negeri).

· Dokumen yang tidak lengkap juga dapat menyediakan peluang korupsi. Hal-hal yang biasanya tercakup di dalam dokumen lelang; lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran/volume, jenis, waktu pelaksanaan, petunjuk untuk peserta lelang, syarat kontrak, syarat teknis, daftar pekerjaan, serta gambar teknik/referensi yang dibutuhkan peserta tender.

	5
	Pengumuman Pelelangan
	Panitia Lelang
	· Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat (dilihat dari waktu wajar yang diperlukan untuk memenuhi prasyarat lelang).

· Diumumkan lewat media yang tidak terkenal (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada).

· Isi pengumuman lelang tidak lengkap.

	6
	Pengambilan Dokumen Lelang
	Panitia Lelang dan pengusaha
	· Ada perbedaan informasi dokumen lelang yang diberikan kepada masing-masing peserta tender (Hal ini pernah dilaporkan oleh salah satu peserta tender kotak suara, KPU).

	7
	Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
	Panitia Lelang
	· Penggelembungan anggaran. HPS direkayasa baik jumlah unit pekerjaan ataupun volume. Penawaran dari rekanan pun didekatkan dengan harga yang sudah digelembungkan.

· Memasukan elemen pekerjaan yang proses pekerjaannya sudah selesai (dari sumber anggaran/proyek yang lain). 

· Harga dasar yang tidak standar (mengambil kualifikasi yang paling tinggi). Oligopoli Pengadaan—beberapa perusahaan besar berkolaborasi untuk menentukan harga 

· Keterlibatan “calon pemenang” dalam penentuan HPS.

	8
	Penjelasan Lelang 
	Panitia Lelang
	· Rekanan tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan terbuka (informasi lengkap dilakukan di luar forum penjelasan). Ini mengakibatkan ketidaksetaraan informasi dan dapat mempengaruhi penawaran.

	9
	Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran
	Pengusaha dan Panitia Lelang
	· Ketepatan waktu (menerima penawaran di luar batas waktu).

	10
	Evaluasi Penawaran
	Panitia Lelang
	· Tidak ada pengecekan lapangan (konfirmasi) untuk syarat teknis (akreditasi perusahaan) dan administratif (kelengkapan prasyarat administratif).

· Tidak ada konfirmasi syarat jaminan penawaran.

	11
	Pengumuman calon pemenang
	Panitia Lelang
	· Pengumuman terbatas (tidak lengkap) dan tidak dapat diakses publik (untuk kepentingan pengawasan masyarakat).

	12
	Sanggahan Peserta Lelang
	Pengusaha dan Panitia Lelang
	· Sanggahan tidak digubris atau tidak diterima dengan alasan keterlambatan pelaksanaan proyek.

	13
	Penunjukan Pemenang Lelang
	Panitia Lelang
	· Penundaan surat penunjukan (harus didapatkan dengan menyuap).

· Penunjukan dipercepat sebelum masa sanggah berakhir.

	14
	Penandatanganan Kontrak Perjanjian
	Pengusaha dan Pimpinan Proyek
	· Penundaan kontrak (harus didapatkan dengan menyuap).

	15
	Penyerahan Barang/Jasa
	Pengusaha
	· Volume tidak sama.

· Tidak sesuai spesifikasi dan kualifikasi teknik.

· Adanya contract change order di tengah pengerjaan. Memungkinkan terjadinya perubahan spesifikasi dan kualifikasi pekerjaan.


** Pegangan Fasilitator di dalam sesi identifikasi tahapan dan permasalahan dalam pengadaan

Bahan Bacaan II. Prosedur  Pengadaan Barang dan Jasa

A. Landasan Hukum

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 33)

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 58)

· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara

· Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 stdd Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 48 dan Pasal 49)

· Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengawasan
B. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang dananya dibiayai dari APBN atau APBD baik seluruhnya atau hanya sebagian saja


C. Penguna Barang dan Jasa 

	Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu


D. Siklus Pengadaan Barang dan Jasa 

1. Merencanakan Pengadaan

	Perencanaan Pengadaan

	Pemaketan Pekerjaan


	Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
	Biaya Pengadaan




	· PPK wajib memaksimalkan penggunaan produksi DN dan kesematan bagi usaha kecil/koperasi

· PPK wajib menetapkan paket pengadaan untuk usaha kecil/koperasi

· PPK wajib mengumumkan paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan sebelum proses pemilihan

· PPK dilarang memecah paket untuk menghindari pelelangan


	· PPK wajib membuat jadual pelaksanaan pekerjaan yaitu tahapan waktu mulai sd berakhirnya pelaksanaan pekerjaan serta waktu serah terima

· Pembuatan jadual harus memperhatikan batas akhir tahun anggaran 

· PPK wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan utk pengambilan dokumen, kesempatan utk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran


	PPK wajib menyediakan biaya untuk 

pelaksanaanpengadaan barang/jasa :

· Honorarium PPK, panitia/pejabat/unit layanan pengadaan, bedaharawan dan staf proyek.

· Pengumuman pengadaan barang/jasa.

· Penggandaan dokumen pengadaan dan atau dokumen prakualifikasi.

· Administrasi lainnya.




2. Membentuk Panitia Pengadaan

	Membentuk Panitia Pengadaan

	Ketentuan tentang pembentukan panitia/pejabat pengadaan
	Ketentuan tentang pembentukan panitia/pejabat/unit pengadaan

	Optional: 1 orang pejabat pengadaan untuk pengadaan di bawah Rp. 50 juta. 

3 orang anggota : s/d Rp. 500 juta untuk barang/jasa pemborongan, s/d Rp. 200 juta untuk jasa konsultansi.

5 orang anggota : di atas Rp. 500 juta untuk barang/jasa pemborongan, di atas Rp. 200 juta untuk jasa konsultansi.

Persyaratan : personel yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan dan hukum-hukum perjanjian/kontrak.


	Persyaratan : personel yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan dan hukum-hukum perjanjian/kontrak.

Dilarang duduk sbg panitia/pejabat/unit layanan pengadaan :

1. Pejabat pembuat komitmen dan bendaharawan, 

2. pegawai BPKP, Irjen, Inspektorat LPND, Bawasda, 

3. Pengawas Intern BI/BHMN/BUMN/D kecuali    

4. menjadi panitia/pejabatanggota unit layanan

5. pengadaan  untuk kebutuhan B/J instansi sendiri

6. Pejabat verifikasi SPP dan atau pejabat yg menanda 

3. tangani SPM


3.
Menetapkan Sistem Pengadaan

	Menetapkan Sistem Pengadaan

	Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

	Metode Evaluasi Penawaran


	Jenis Kontrak


	1. Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dilakukan dengan:

· Pelelangan Umum

· Pelelangan Terbatas

· Pemilihan Langsung
· Penunjukan Langsung
2. Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi dilakukan dengan:

· Seleksi Umum
· Seleksi terbatas
· Seleksi Langsung
· Penunjukan Langsung
3. Swakelola. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :

· pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa;  dan/atau 

· pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau 

· pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau 

· pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu,  sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau 

· penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau

· pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

· pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan  sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan  tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; 

· pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
	1. Pengadaan Barang/jasa pemborongan antara lain:
· Metode satu  Sampul

·  Metode dua sampul
· Metode dua tahap
1. Pengadaan Barang/jasa  Konsultan antara lain:

· Metode satu  sampul

· Metode dua sampul

· Metode dua tahap


	1. Pengadaan Barang/jasa pemborongan antara lain:
· Sistem gugur

· Sistem nilai

· Sistem penilaian   

· biaya selama umur  

· ekonomis

2. Pengadaan Barang/jasa  Konsultan antara lain:

· Metode evaluasi kualitas

· Metode evaluasi kualitas dan biaya

· Metode evaluasi pagu anggaran

· Metode evaluasi biaya terendah

· Metode evaluasi penunjukan langsung

	1. Berdasarkan bentuk imbalan antara lain:

· Lump sum

· Harga satuan

· Gabungan lump sum dan harga satuan

· Terima jadi (turn-key)

· Persentase

2.  Berdasarkan jangka waktu antara lain:
· Tahun tunggal

· Tahun jamak (multi years)

3. Berdasarkan jumlah pengguna antara lain:

· Kontrak pengadaan tunggal

· Kontrak pengadaan bersama




4. Menyusun Jadwal Pengadaan
	KETENTUAN ALOKASI WAKTU

	Jadwal
	Batas Waktu

	Pengumuman
	minimal 7 hari kerja

	Ambil dokumen
	minimal 1 hari sebelum akhir pemasukan dokumen

	Pemasukan dokumen kualifikasi
	minimal 3 hari setelah akhir penayangan pengumuman

	Penjelasan
	minimal 7 hari sejak tanggal pengumuman

	Pengambilan dokumen penawaran
	1 hari setelah dikeluarkan undangan

sampai dengan 1 hari sebelum pemasukan

	Pemasukan penawaran
	dimulai 1 hari setelah penjelasan

dan minimal 7 hari setelah pengumuman


	JADWAL WAKTU PELELANGAN UMUM

	URAIAN WAKTU
	PRA
	PASCA

	Penayangan pengumuman sekurangnya/internet
	7 HK (Hari Kerja)
	7HK

	Pendaftaran dan pengambilan dokumen sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi
	1 HK
	1 HK

	Batas akhir pemasukan sekurangnya setelah akhir penayangan pengumuman prakualifikasi
	3 HK
	

	Tenggang waktu hari pengumuman dgn batas akhir pengambilan dokumen prakualifikasi
	7 HK
	

	Pengambilan dok.penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran
	1 HK
	1 HK

	Anwijzing paling cepat sejak tanggal pengumuman
	7 HK
	7 HK

	Pemasukan penawaran  setelah anwijzing minimal
	7 HK
	2 HK


5.  Menyusun Owners’ Estimate
	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)
	Ketentuan tentang HPS/

Owners’ Estimate

	· Pejabat pembuat komitmen wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangung-jawabkan.

· HPS disusun oleh pejabat pembuat komitmen dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. 

· HPS digunakan sebagai alat utk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan utk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yg dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar utk menggugurkan penawaran. 

· Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

· HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan
	· Dasar perhitungan Harga Pasar, BPS dll, Termasuk PPN, Overhead, profit

· Yang tidak boleh diperhitungkan: (biaya tdk terduga, biaya lain-lain, PPh).

· HPS jasa konsultansi: harga pasar, biaya non-personel max 40%, disusun oleh personel yg memahami.




6. Menyusun Dokumen Pengadaan
	PENGERTIAN, JENIS, URGENSI, DAN TEKNIK PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN

	Jenis
	Keterangan

	Jenis Dokumen Pengadaan, antara lain:
	

	a. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
	· Dokumen pemilihan penyedia

· Dokumen pasca/prakualifikasi


	b. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi
	· Dokumen pemilihan penyedia

· Dokumen prakualifikasi


	Urgensi penyusunan dokumen pemilihan penyedia
	· Menjadi dasar dalam pelaksanaan dalam pelelangan sampai pelaksanaan kontrak

· Kesalahan dokumen akan berakibat fatal 

· Belum ada standar dokumen yang berlaku secara nasional

	Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen
	· Peraturan perundang-undangan yang diterapkan

· Jenis kontrak

· Sumber dana

· Metoda pengadaan

· Nilai kontrak

· Standar-standar Nasional Indonesia

· dll.

	Ketentuan Pokok 
	· Dokumen pengadaan disiapkan panitia/pejabat pengadaan dan disahkan pengguna barang/jasa

· Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir) 

· Perubahan (adendum) dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

	Isi Dokumen Pemilihan Penyedia 
	· Pengumuman

· Undangan kepada penyedia barang/jasa

· Instruksi Kepada Peserta Pengadaan

· Bentuk Penawaran dan Perjanjian

· Syarat-syarat Kontrak

· Data Kontrak

· Spesifikasi Teknis

· h.
Daftar Kuantitas dan Harga


a. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa

	Pengumunan Rencana Pengadaan :

	· Setiap instansi wajib mengumumkan seluruh Rencana Pengadaan setiap awal tahun (kecuali pekerjaan yang bersifat rahasia)

· Rencana Pengadaan tersebut diumumkan di website pengadaan nasional dengan alamat “www.pengadaannasional-bappenas.go.id” dan/atau di website masing-masing Kementerian/ Lembaga yang telah diintegrasikan dengan website pengadaan nasional.

· Koordinasi untuk pelaksanaan pengumuman Rencana Pengadaan dilakukan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas


	Pengumunan Pelelangan Umum/Terbatas Pengadaan Barang/Pemborong dan Jasa Lainnya :

	No
	Nilai
	Metode Pemilihan
	Tempat Pengumuman

	1
	< 1 MILYAR


	Pelelangan umum/terbatas
	Sekurang-kurangnya :

· Satu surat kabar provinsi

· Diupayakan diumumkan di website “www.pengadannasional-bappenas.go.id

	2
	< 1 MILYAR
	Pelelangan umum/terbatas dimana jumlah penyedia barang/jasa yg berdomisili di provinsi yg mampu mengerjakan diyakini jumlahnya kurang dari 3
	· Satu surat kabar nasional

· Diupayakan diumumkan di website “www.pengadannasional-bappenas.go.id



	3
	> 1 MILYAR
	Pelelangan umum/terbatas
	· Sekurang-kurangnya :

· Satu surat kabar provinsi, dan

· Satu surat kabar nasional.

· Diupayakan diumumkan di website “www.pengadannasional-bappenas.go.id”

	Pengumunan Seleksi Umum/Terbatas Untuk Jasa Konsultasi :

	1
	<  200 JUTA
	Seleksi Umum
	Sekurang-kurangnya :

· Satu surat kabar provinsi.

· Diupayakan diumumkan di website “www.pengadannasional-bappenas.go.id



	2
	<  200 JUTA
	Seleksi  umum dimana jumlah penyedia barang/jasa yg berdomisili di kabupaten/kota/ provinsi yg mampu mengerjakan diyakini jumlahnya kurang dari 5
	· Satu surat kabar nasional

· Diupayakan diumumkan di website “www.pengadannasional-bappenas.go.id



	3
	> 200 JUTA


	Seleksi umum/terbatas


	Sekurang-kurangnya :

· Satu surat kabar provinsi, dan

· Satu surat kabar nasional.

· Diupayakan diumumkan di website “www.pengadannasional-bappenas.go.id


b. Menyusun Kontrak
	JENIS KONTRAK
	PENGERTIAN

	· Berdasar bentuk imbalan :

· Lumpsum 

· Harga satuan

· Gabungan lumpsum dan harga satuan

· Terima jadi (turn key)

· Persentase

· Berdasar jangka waktu pelaksanaan :

· Tahun tunggal dan Tahun jamak

· Berdasar jumlah pengguna barang/jasa :

· Pengadaan tunggal dan pengadaan bersama.


	· Kontrak Lumpsum,  kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,dengan jumlah harga yang pasti dan tetap,dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang /jasa

· Kontrak Harga satuan, kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu,yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa

· Kontrak Terima jadi (Turn key), kontrak pengadaan barang / jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan / konstruksi,peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan

· Kontrak Prosentase, kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu,dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi / pemborongan tersebut.

	Dokumen Kontrak
	Bentuk Kontrak

	1. Dibuat dalam bahasa  Indonesia serta  tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
	Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,00

Kontrak Pengadaan dengan jaminan pelaksanaan

	2. Harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum yang terdiri dari:

· Surat perjanjian;

· Surat penunjukan penyedia jasa (SPPJ)
· Surat penawaran;

· Adendum dokumen lelang (bila ada);

· Syarat-syarat khusus kontrak;

· Syarat-syarat umum kontrak;

· Spesifikasi teknis;

· Gambar-gambar;

· Daftar kuantitas dan harga;

· Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.


Instruksi kepada peserta lelang dan analisa harga satuan mata pembayaran utama tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak

	Untuk nilai di atas 

Rp. 5.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 

SPK tanpa jaminan pelaksanaan 

	3. Surat Perjanjian
Kerangka surat perjanjian terdiri dari:

a. Pembukaan (Komparisi), meliputi:

· Judul kontrak;

· Nomor kontrak;

· Tanggal kontrak;

· Kalimat pembuka;

· Para pihak dalam kontrak;

· Penandatanganan kontrak.
b. Isi Kontrak, meliputi Pernyataan bahwa:

· para pihak sepakat untuk mengadakan kontrak; 

· para pihak menyetujui besarnya harga kontrak;

· ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;

· kontrak meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak;

· apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, yang dipakai dokumen urutannya lebih dulu;

· mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing;

· mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;

· mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.
     c. Penutup, meliputi:

· Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut;

· Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian bermeterai dan tanggal pada materai.
	Untuk nilai dibawah Rp.5.000.000,00

Cukup dengan kuitansi pembayaran bermeterai


7. Melaksanakan  Kontrak
	PELAKSANAAN KONTRAK

	a. PALING LAMBAT 14 HARI SEJAK TANDA TANGAN KONTRAK HARUS DITERBITKAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
b. MOBILISASI PALING LAMBAT DILAKUKAN DALAM WAKTU 30 HARI
LINGKUP KEGIATAN MOBILISASI :

1) JASA PEMBORONGAN : 

· MENDATANGKAN PERALATAN

· MEMPERSIAPKAN FAILITAS KERJA

· MENDATANGKAN PERSONIL

2) PEKERJAAN KONSULTANSI

· MENDATANGKAN TENAGA AHLI

· MENYIAPKAN PERALATAN PENDUKUNG

3) PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA TIDAK DIPERLUKAN MOBILISASI

c. PEMERIKSAAN BERSAMA, DAPAT DIBENTUK PANITIA PENELITI PELAKSANA KONTRAK

d. PEMBAYARAN UANG MUKA

1. ADANYA PERMOHONAN DARI PENYEDIA BARANG/JASA
2. PENGAJUAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)

3. PENYEDIA MENYEDIAKAN JAMINAN UANG MUKA MINIMAL SAMA DENGAN UANG MUKA YANG DITERIMA

4. PENGEMBALIAN UANG MUKA DILAKUKAN SECARA BERANGSUR-ANGSUR DAN HARUS LUNAS PADA SAAT PRESTASI PEKERJAAN MENCAPAI 100%

e.  PEMBAYARAN PRESTASI 

f. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN 


· MENAMBAH/MENGURANGI VOLUME

· MENAMBAH/MENGURANGI JENIS PEKERJAAN

· MENGUBAH SPESIFIKASI TEKNIS SESUAI KEBUTUHAN LAPANGAN

· MELAKSANAKAN PEKERJAAN TAMBAH YANG BELUM 

      TERCANTUM DALAM KONTRAK AWAL

· PEKERJAAN TAMBAH TIDAK BOLEH LEBIH DARI 10% HARGA KONTRAK AWAL
g. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN
Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan PENGGUNA BARANG/JASA dengan pertimbangan :

·  Adanya pekerjaan tambah

·  Perubahan disain

·  Keterlambatan yang disebabkan pihak pengguna  barang/jasa

·  Keadaan diluar kendali penyedia barang/jasa

·  Keadaan kahar (force majeur) 

h. DENDA DAN GANTI RUGI

· Denda keterlambatan karena kelalaian penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan besarnya denda tidak dibatasi dan pengguna berhak untuk memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan [Psl 35 (4) dan Psl 37(1)]

· Dapat diberikan kompensasi atas keterlambatan pembayaran karena kelalaian pengguna barang/jasa dikenakan denda sebesar suku bunga (Bank Indonesia) terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar (Lamp. I Bab II Butir D.1.h)

i. PENYESUAIAN HARGA

· (Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 11/SE/M/2005 tentang Pedoman Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak

j. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) : 

KERUSAHAN, BENCANA ALAM, PEPERANGAN, PEMOGOKAN, KEBAKARAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH

k. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

· Pekerjaan selesai
· Keadaan kahar, penyedia barang/jasa wajib dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan

· Penyedia barang/jasa cidera janji. Sanksi ditentukan dalam kontrak.

· Terbukti adanya KKN dalam proses pemilihan penyedia maupun dalam pelaksanaan pekerjaan, maka :

1) Bagi penyedia barang/jasa  : jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi, dan dimasukkan dalam daftar hitam selama  2 (dua) tahun

2) Bagi pengguna/panitia/pejabat pengadaan,dikenakan sanksi sesuai PP N0. 30/1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri


Bahan Bacaan III. 

Memantau Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
A. Kententuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa 

	

Tips

	Trik Pengawasan

	· Pengadaan dengan nilai dibawah 50 juta rupiah cukup dengan pejabat pengadaan saja.

· Pengadaan antara 50 sampai dengan 500 juta rupiah dibentuk panitia pengadaan dengan anggota berjumlah gasal minimal 3 orang.

· Pengadaan dengan nilai diatas 500 juta rupiah dibentuk panitia pengadaan dengan anggota berjumlah gasal minimal 5 orang.
	· Amati apakah pengguna barang/jasa telah membuat jadwal pengadaan barang/jasa.

· Teliti apakah proses pengadaan telah memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk  koperasi kecil.

· Teliti apakah telah dilakukan kegiatan mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai.

· Teliti apakah ada kegiatan-kegiatan kecil yang digabungkan sehingga pekerjaan itu menjadi dianggap besar dan hanya diperuntukkan untuk pengusaha besar dan mengabaikan keterlibatan pengusaha kecil termaduk koperasi kecil.

· Teliti apakah panitia pengadaan memberikan persyaratan yang mencerminkan diskriminasi atas suatu produk atau jasa (mis. menentukan merek tertentu dari produsen tertentu).

· Amati apakah ada pungutan lain selain penggantian dokumen tender yang harus dikeluarkan oleh peserta tender, mengigat seluruh biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa telah disediakan oleh panitia pengadaan.


B. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaaan Pengadaan dibagi dengan dua Cara, Yaitu: 

	1. Dengan mengunakan penyediakan Barang/Jasa (Pihak Ketiga, seperti Jasa Pemborongan, dan Jasa Konsultasi)
	Tips
	Trik Pengawasan

	· Dengan proses Prakualifikasi

· Dengan proses Pascakualifikasi
	· Proses pengadaan dengan metode prakualifikasi memerlukan waktu paling singkat selama 63 hari kerja dan paling lama 72 hari kerja.

· Proses pengadaan dengan metode pasca kualifikasi memerlukan waktu paling singkat selama 47 hari kerja dan paling lama 56 hari kerja.

· Apabila proses pengadaan dilaksanakan kurang dari waktu yang ditentukan diatas, patut dicurigai bahwa telah terjadi rekayasa / ”sulapan” dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut.

· Demikian halnya apabila proses pengadaan lebih  panjang dari waktu yang telah ditentukan di atas, patut pula dicurigai ada rekayasa atau pengaturan tertentu. Proses pengadaan dapat lebih panjang dari waktu yang ditentukan apabila terjadi pengulangan tender. 
	· Pastikan bahwa pengguna barang/jasa dan panitia pengadaan telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan kegiatan pengadaan. (dibuktikan dengan SK Pengangkatan)

· Pastikan bahwa pengguna barang/jasa dan panitia pengadaan adalah orang yang mempunyai kompetensi dibidangnya (dibuktikan dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh Tim Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkantor di Bappenas.

· Pastikan bahwa setiap kegiatan pengadaan barang/jasa telah dianggarkan (dibuktikan dengan terncantum dalam dokumen DIPA) dan dananya telah tersedia di kas negara. Tidak diijinkan melakukan pengadaan apabila anggaran belum disetujui dan tersedia. 

· Amati metode pengadaan yang dipilih, apakah menggunakan metode Prakulaifikasi atau Pasca Kualifikasi.

· Perhatikan lamanya waktu proses untuk setiap tahapan. Tahap mana yang tidak sesuai, teliti penyebabnya. 

· Pastikan bahwa seluruh rekanan penyedia barang/jasa pemerintah memiliki kompetensi dan layak serta memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa (pastikan kebenaran formal dan materialnya) dan memenuhi syarat kualifikasi peserta pengadaan. 

· Pastikan bahwa seluruh proses dijalankan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, serta akuntabel (sesuai pasal 3 Keppres 80).

	2. Dengan cara swakelola, yaitu:
	Tips
	Trik Pengawasan

	· Pekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang/jasa atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung jawab anggaran/kelompok masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat. 
	· Sebelum pekerjaan swakelola dilakukan, harus dibuat Kerangka Acuan Kerja yang berisi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; waktu yang diperlukan; produk yang dihasilkan; dan besarnya biaya.

· Dalam penyusunan jadual pelaksanaan swakelola harus mengalokasikan waktu untuk proses :    perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan

· Dalam hal diperlukan tenaga ahli /peralatan/bahan tertentu maka dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri.
	· Pastikan bahwa pengguna barang/jasa dan panitia pengadaan telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan kegiatan pengadaan. (dibuktikan dengan SK Pengangkatan)

· Pastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan swakelola adalah benar-benar pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan cara swakelola. 




C. Metode Pemilihan

	Tips
	Trik Pengawasan

	· Prinsipnya, semua pengadaan dilakukan dengan pelelangan umum

· Jika penyedia barang/jasa jumlahnya terbatas maka dapat dilakukan pelelangan terbatas atau seleksi terbatas.

· Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

· Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu atau pengadaan barang/jasa khusus.

· Metoda penyampaian dokumen penawaran dibagi menjadi Metoda satu sampul, Metoda Dua Sampul, dan Metoda Dua Tahap
	· Amati apakah semua pengadaan telah mengutamakan pelelangan umum, sebelum alternatif pengadaan dipilih.

· Amati apakah alasan yang digunakan untuk melakukan pelelangan atau seleksi terbatas ataupun pemilihan langsung memang benar seperti apa adanya tanpa ada rekayasa.

· Amati apakah penyampaian dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (disampaikan ke alamat yang telah ditentukan, dengan mencantumkan jenis, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan), tidak dititipkan kepada panitia pengadaan/lelang.


D. Metoda Evaluasi Penawaran

	Tips
	Trik Pengawasan

	· Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Tidak diijinkan pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan kriteria dan tatacara yang ditetapkan kemudian.

· Calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding). Baik panitia maupun peserta dilarang melakukan tindakan post bidding. Jika terjadi tindakan post bidding dapat dicurigai bahwa proses pengadaan mengandung KKN

· Pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya menggunakan sistem gugur, sistem nilai (merit point system), dan sistem  penilaian biaya selama umur ekonomis (economic life cycle cost)

· Evaluasi penawaran untuk pengadaan jasa konsultasi, umumnya menggunakan metode evaluasi berdasarkan kualitas; berdasarkan kualitas teknis dan biaya; berdasarkan pagu anggaran; berdasarkan biaya terendah; dan berdasarkan penunjukkan langsung.

· Metoda evaluasi penunjukan langsung digunakan untuk evaluasi yang hanya terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar.
	· Biasanya masyarakat tidak mempunyai akses langsung ke dokumen pengadaan, namun demikian pada beberapa kegiatan/proyek yang melibatkan unsur masyarakat sebagai stakeholdernya telah mengundang masyarakat umum untuk hadir dalam proses pembukaan dokumen penawaran/lelang.

· Jika tidak melibatkan masyarakat umum, sesama peserta tender/lelang sebagai unsur masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. 

· Masyarakat juga dapat memperoleh informasi tentang proses pengadaan melalui para peserta pelelangan yang kalah. Biasanya bila proses pengadaan tidak berjalan dengan semestinya, para peserta yang kalah akan mudah “menyanyi” .

· Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu pengawasan masyarakat dalam pengadaan barang/jasa tidak hanya pada saat proses pelelangannya tetapi diharapkan juga sampai dengan tahap auditnya. Apakah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

· Masyarakat sebagai stakeholder dan obyek dari pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat memberikan masukan kepada instansi pengawasan seperti BPKP dan BPK agar dapat dimonitor tindak lanjutnya secara institusional.

· Dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) untuk pengadaan fisik / pembangunan, Proyek diharuskan untuk memasang plang nama proyek yang berisi tentang: Nama proyek, Lokasi Proyek, volume fisik yang harus dibangun, Jumlah Anggaran yang tersedia, Tahun Anggaran yang dibebani, dan Sumber Dana yang digunakan. Plang nama proyek ditujukan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu diharapkan peranserta masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat lebih aktif dan terbuka.


E. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan 
	Tips
	Trik Pengawasan

	· Penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan
· Dalam keadaan tertentu diinjinkan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan jadwal waktu, namun harus mempunyai alasan pembenar yang kuat. (misalnya dalam keadaan darurat yang perlu penanganan segera – namun biasanya tidak banyak pengguna barang/jasa dan panitia pengadaan yang berani melakukan terobosan karena “takut” dikatakan melanggar aturan, atau tepatnya berprinsip “hati-hati”.
	· Tidak ada perbuatan pidana / kecurangan yang sempurna. Jadi apabila terjadi praktik KKN pasti dapat dideteksi dan ditelusuri dalam skedul / jadwal proses pengadaannya. 

· Untuk dapat melakukan pengawasan dalam kaitan jadwal waktu yang dilalui dalam proses pengadaan, masyarakat perlu mengetahui dan memahami seluruh proses melalui prosedur baku dalam pengadaan barang/jasa. Tanpa pemahaman yang cukup maka akan sulit untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut.


F. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPPS) 

	Tips
	Trik Pengawasan

	· HPS harus disusun sebelum proses pengadaan oleh pengguna barang/jasa sebagai pedoman panitia/pejabat pengadaan.

· Meskipun HPS harus disusun berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, biasanya HPS disusun seadanya sekedar memenuhi prosedur bahwa sebelum proses pelelangan, pengguna barang/jasa telah memiliki HPS.

· Menyusun HPS tidak mudah apalagi dibatasi oleh waktu dan belum jelasnya jadwal kebutuhan akan barang/jasa yang akan diadakan.

· Biasanya HPS mengacu pada harga yang telah ditetapkan oleh konsultan (Engineer Estimate – EE )
	· Pastikan bahwa HPS telah disusun sebelum proses pelelangan dimulai. Jika tidak ada HPS minimal telah ada EE yang disusun oleh konsultan independen.

· Kelemahan penyusunan HPS adalah biasanya disusun sekedar memenuhi prosedur oleh pengguna barang/jasa yang dalam kegiatan sehari-harinya sangat awam atas bentuk barang/jasa yang akan diadakan.

· Pastikan bahwa Pengguna Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Pengadaan telah memiliki kompetensi dalam menyusun HPS. Biasanya dibuktikan dengan tanda telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa. Lebih baik lagi bila telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


G. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa  

	Tips
	Trik Pengawasan

	· Dokumen pengadaan barang/jasa (dokumen lelang) adalah seluruh dokumen yang digunakan dalam proses pelelangan.

· Dokumen lelang harus disusun dan dikelola dengan baik oleh panitia pengadaan. Selanjutnya disampaikan kepada pengguna barang/jasa.

· Dokumen lelang adalah dokumen tentang sejarah pengadaan suatu barang/jasa.
	· Dari dokumen lelang dapat diperoleh suatu rekaman peristiwa tentang proses pengadaan barang/jasa.

· Untuk menentukan suatu kegiatan pengadaan barang/jasa itu ada penyimpangannya atau tidak, masyarakat harus tau proses yang seharusnya ditempuh (Ketentuan hukum yang berlaku: Keppres 80 tahun 2003, atau ketentuan dari negara donor – apabila dana berasal dari utang atau hibah), selanjutnya bandingkan dengan seluruh proses yang terjadi yang dapat dilihat pada dokumen lelang.

· Jika diketahui ada penyimpangan atas proses pengadaan barang/jasa, masyarakat dapat menyampaikan kepada instansi yang berwenang agar dapat diproses secara institusional. 

· Jika tidak ada tanggapan atas laporan tentang penyimpangan tersebut, dapat dilakukan gerakan moral yang terorganisir dengan baik guna memberikan koreksi dan perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang merugikan masyarakat sebagai stakeholder dan obyek atas kegiatan pengadaan tersebut.


Bahan Bacaan IV
Pelayanan Publik

	Pengertian pelayanan Publik menurut keputusan MENPAN No.68 Tahun 2003, adalah

	segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.


	KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 81 / 1993
MENJELASKAN UNSUR-UNSUR PELAYANAN PRIMA:

	· Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur / tata cara pelayanan diselanggarakan secara    mudah, lancar, cepat  tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

· Kejelasan dari kepastian; adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

a. Prosedur / tata cara pelayanan umum

b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan  pelayanan umum

d. Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum

f. Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapan sebagai alat untuk memastikan mulai dari proses pelayanan umum hinggakepenyelesaiannya

g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas, dan atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan).

· Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.

· Keterbukaan dalam arti prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya /tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

· Efisien dalam :1) persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan; 2) dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan pada konteks yang sama dalam hal proses pelayanannya kelengkapan persyaratan dari satuan ketja / intansi pemerintah lain yang berkaitan.

· Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: (1) nilai barang dan atau jasa pelayanan umum/ tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran, (2) kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum, (3) ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

· Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlukan secara adil.

· h. Ketetapan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam waktu  yang telah ditentukan.


Bahan Bacaan V
Panduan Investigasi Realisasi Pekerjaan 
Pengertian Investigasi:

· Investigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengungkap suatu peristiwa atau kasus dengan melakukan penelusuran lebih jauh terhadap bukti-bukti yang mendukung fakta terhadap peristiwa tersebut. 

· Peristiwa itu sendiri biasanya berupa skandal yang melibatkan pejabat negara, kalangan bisnis dan politisi. 

· Disebut investigasi karena kegiatan ini berupaya untuk membongkar suatu kenyataan yang pada mulanya tersembunyi sehingga publik tidak menyadari dan menganggap sesuatu itu tidak pernah terjadi/ada. 

· Di kalangan pers, jurnalisme investigatif sering diartikan sebagai upaya membongkar “kejahatan” dari suatu kenyataan yang pada awalnya ditutup-tutupi. 

Tahapan Investigasi:

1. Pencarian Data 

2. Pengorganisasian data dan Analisa

3. Penyusunan Laporan

1. Pencarian Data 

· Pemantik/Peg : Dapat berupa laporan masyarakat, pemberitaan media atau publikasi dari instansi terkait (laporan keuangan tahunan, laporan proyek, dll.), APBD.

· Investigasi Awal (Pengumpulan Data Primer dan Sekunder Awal) ( mengetahui deskripsi awal kasus

· Investigasi awal dapat dilakukan dengan wawancara dan akses dokumen resmi yang dipublikasikan.

· Membuat Hipotesa/Asumsi Berdasarkan informasi awal, yaitu :

· Menganalisa kenapa informasi tersebut ditutup-tutupi

· Membuat dugaan indikasi korupsi, pelaku, peluang kerugian negara dan pelanggaran hukum.

· Menyusun langkah lanjutan untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya (mewawancarai ahli, mempelajari prosedur yang seharusnya, asumsi harga pasar dan sebagainya)

· Wawancara ahli (mengetahui cakupan permasalahan dan prinsip-prinsip dalam membuat analisa berdasarkan pengalaman yang ada)

· Studi literatur (mengetahui prosedur yang seharusnya berdasarkan hukum dan teori atau standar-standar kelayakan)

· Mencari data baru sesuai arahan dari diskusi ahli dan studi literatur.

· Menentukan dan mengakses informan atau data kunci
2. Pengorganisasian data dan Analisa

· Data disusun, dirangkai dan dikelompokkan sesuai dengan kategorinya (menurut sumber dan jenis informasi).

· Lakukan verifikasi lagi (re-check, double check dan triplecheck).

· Lakukan cross-check antar jenis data yang ada 

· Data diurutkan menurut waktu (kronologis).

3. Penyusunan Laporan

· Mencari Indikasi dari modus kejahatan (korupsi) yang terjadi

· Hubungan kasus dengan pelaku (siapa dan apa perannya)

· Pelanggaran hukum atau prosedur yang terjadi

· Taksiran kerugian negara

· Dalam keadaan tertentu, sangat mungkin para investigator memerlukan tenaga ahli dalam rangka memperkuat analisa, seperti ahli perpajakan, pakar  hukum, ekonom, penaksir aktiva, atau pakar lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Tetapi sebelum menentukan pakar atau ahli, kita harus pastikan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki hubungan istimewa dengan obyek yang diinvestigasi. 

	Obyek Pemantauan
	Waktu Pemantauan
	:  (7)

	a. Unit Kerja/SKPD
	: (1)
	
	

	b. Jenis Pekerjaan/Kegiatan
	: (2)
	Lokasi Pemantauan
	:  (8)

	c. Volume pekerjaan
	: (3)
	
	

	d. Sumber Anggaran
	: (4)
	Bukti/Alat Verifikasi
	:  (9) (lampirkan bukti-bukti berupa foto papan pengumuman, kantor perusahaan, realisasi pekerjaan dan dokumen lain)

	e. Nilai Pagu
	: (5) 
	
	

	f. Nilai Pekerjaan
	: (6)
	
	

	g. Pelaksana Pekerjaan/Pemenang
	: (7)
	
	

	No
	Tahapan Kegiatan
	Informasi Yang Dibutuhkan
	Ya
	Tidak
	
Keterangan

	1
	Pengumuman Pekerjaan
	1. Apakah terdapat papan pengumuman pada lokasi kegiatan?
	
	
	

	
	
	2. Apakah papan pengumuman memuat informasi berikut :
	
	
	

	
	
	    - Jenis pekerjaan
	
	
	

	
	
	    - Nilai pekerjaan
	
	
	

	
	
	    - Sumber anggaran
	
	
	

	
	
	    - Volume pekerjaan
	
	
	

	
	
	    - Alamat pelaksana pekerjaan
	
	
	

	
	
	    - Pimpinan perusahaan/pelaksana pekerjaan
	
	
	

	
	
	    - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
	
	
	

	2
	Pelaksana Pekerjaan
	1. Apakah alamat perusahaan sesuai dengan papan pengumuman?
	
	
	

	
	
	2. Apakah kantor perusahaan memiliki fasilitas memadai?
	
	
	(fasilitas memadai adalah perlengkapan sebuah kantor standar dengan komputer, mesin fax, telpon dan jumlah staf yang memadai)

	
	
	3. Apakah susunan komisaris dan direksi punya keterkaitan hubungan kekeluargaan dengan pejabat Pemda?
	
	
	(Jika ya jelaskan hunbungan kekerabatannya)

	3
	Realisasi Pekerjaan
	1. Penyelesaiaan waktu pekerjaan sesuai dengan papan pengumunan
	
	
	(Jika tidak tepat waktu, cari informasi apakah pelaksana pekerjaan dikenakan denda)

	
	
	2. Apakah realisasi pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan
	
	
	(volume pekerjaan, misal panjang jalan, dll)

	
	
	3. Realisasi pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan
	
	
	(misal pengerasan dan pengaspalan realisasi juga harus sampai pengaspalan)

	
	
	4. Apakah realisasi pekerjaan  mengalami kerusakan dalam  jangka waktu 3 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan ?
	
	
	

	
	
	5. Apakah dalam waktu 3 bulan pelaksana pekerjaan menanggung kerusakan yang terjadi
	
	
	




Lembar Diskusi Kelompok


Lembar Diskusi Kelompok terdiri dari lembar studi kasus dan pertanyaan kunci. Terdapat 4 studi kasus yang nantinya didiskusikan oleh 4 kelompok dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut: 


Praktik penyuapan untuk mendapatkan proyek (menggambarkan kelemahan perencanaan pengadaan barang dan jasa sehingga mudah dimanipulasi untuk keuntungan pejabat tertentu dalam mempengaruhi peruntukan anggaran). Dalam hal ini mengangkat kasus proyek perbaikan sekolah rusak. 


Kasus voucher pendidikan (menggambarkan mudahnya anggaran diimplementasikan oleh jaminan kedekatan oknum di pemerintahan dengan politisi).


Kasus Mark Up dan penunjukan langsung di sektor kesehatan (Pengadaan Ambulans).


Kasus Arisan Proyek yang dimenangkan oleh perusahaan milik oknum pejabat. 
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�Dibenerin posisi garisnya ya


�Tambah standar normatif





